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JAKARTA, Prolite — Sebuah video yang menampilkan seorang siswi
di Bantar Gebang, Bekasi, sedang menyampaikan curahan hati
kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi viral di
media sosial.

Dalam curhatannya, siswi tersebut mengungkapkan betapa banyak
temannya yang tidak dapat melanjutkan sekolah akibat polemik
penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, banyak dari mereka curiga bahwa ada pungutan dalam
proses PPDB yang membuat mereka tak bisa diterima di sekolah
negeri.

Dengan penuh semangat, Key, demikian nama siswi tersebut,
kemudian mengundang Jokowi untuk mengunjungi Bantar Gebang dan
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melihat sendiri kondisi anak-anak yang menghadapi kesulitan
dalam mengakses pendidikan.
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Dalam video yang beredar, terlihat Key memegang foto Jokowi,
sebagai simbol harapannya agar permasalahan PPDB di daerahnya
dapat diperhatikan dan diatasi dengan bijaksana.

Pada Selasa (25/7/2023), Stafsus Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Faldo Maldini menyatakan akan mengecek informasi
terkait video viral yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan tanggapannya, “Saya coba cek ya,” Faldo menunjukkan
komitmen untuk memverifikasi kebenaran konten dalam video
tersebut sebelum memberikan respons lebih lanjut terkait isu
yang sedang berkembang.

Pemkot Buka Suara Terkait Curhatan
Siswi Tersebut
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Ccr. gobekasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Bekasi memberikan tanggapan terhadap video viral
yang menampilkan seorang anak perempuan yang melaporkan
sulitnya teman-teman seumurannya untuk melanjutkan sekolah ke
jenjang SMP di Bantar Gebang kepada Presiden Jokowi.

Kepala Disdik Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, menganggap video
tersebut sebagai bentuk kepedulian dari siswa dan warga Kota
Bekasi terhadap rekan-rekan mereka yang menghadapi kesulitan
tersebut. Dia menyatakan sangat mengapresiasi inisiatif siswi
tersebut dalam menyuarakan permasalahan ini.



Selain memberikan apresiasi, Pemkot Bekasi berharap agar
seluruh lulusan SD di 12 kecamatan dapat melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMP, baik itu di sekolah negeri maupun
sekolah swasta.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk
menciptakan akses pendidikan yang lebih baik dan merata bagi
seluruh anak-anak di wilayahnya.

Data Jumlah Lulusan Siswa SD di
Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi
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Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar, juga
memberikan data yang mengklarifikasi situasi terkait jumlah
lulusan siswa dan siswi SD di Kecamatan Bantar Gebang.

Jumlah lulusan siswa dan siswi SD se-Kecamatan Bantar Gebang
mencapal anak dengan persentase kelulusan 100 persen dari
total 26 SD yang terdiri atas 17 SD negeri dan 9 SD swasta.

Sementara, daya tampung sekolah SD negeri hanya mencapai siswa
kelas 7 yang telah diterima di SMPN 27, 31, 49, dan USB 59,
serta siswa yang bersekolah di 7 SMP swasta yang berada di
Kecamatan Bantar Gebang.

Menanggapi data ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu
Saeful Mikdar, menyatakan bahwa kurang tepat apabila ada kesan
bahwa ribuan siswa tamatan SD di Bantar Gebang tidak bisa
melanjutkan sekolah ke SMP.

Hal ini dikarenakan daya tampung SMP negeri yang terbatas.
Untuk siswa yang tidak dapat diterima di SMP negeri, mereka
tetap bisa bersekolah di SMP swasta dengan bantuan dari
pemerintah.



Pemkot Bekasi Telah Menyiapkan 3
Program
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Cr. Karawang Bekasi Ekspres

Pemkot Bekasi memiliki tiga program yang dapat disalurkan
untuk pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.

Program tersebut meliputi Bantuan Operasional Sekolah Pusat
(BOSP) yang bersumber dari dana APBN, Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) dari dana APBD Pemkot Bekasi, dan
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari APBD Pemkot Bekasi.

Dengan adanya program-program ini, diharapkan para siswa dapat
tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dan mendapatkan
bantuan yang diperlukan untuk mengakses pendidikan dengan
lebih baik.

Komitmen Pemkot Bekasi dalam menyediakan berbagai program
bantuan pendidikan untuk siswa di sekolah swasta menjadi salah
satu upaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Bantar Gebang
memiliki kesempatan yang sama dalam meraih akses dan kualitas
pendidikan yang layak.

Selain program bantuan dari Pemkot Bekasi, terdapat pula
bantuan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kepada siswa SMPS (Sekolah Menengah Pertama Swasta) di
Bantar Gebang sebesar Rp 2,4 juta per siswa per tahun.

Beasiswa ini merupakan tambahan khusus untuk siswa kurang
mampu di Bantar Gebang, dan menjadi salah satu upaya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendidikan
bagi siswa yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, rincian hak siswa di SMP swasta di Kota Bekasi
adalah sebagai berikut:



1. Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) dari APBN
sebesar Rp per tahun.

2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari APBD
Pemkot Bekasi sebesar Rp per siswa per bulan.

3. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari APBD Pemkot Bekasi
sebesar Rp per siswa per bulan.

Dengan menggabungkan bantuan-bantuan tersebut, maka biaya
sekolah di sekolah swasta dapat mendapatkan subsidi sekitar Rp
275 ribu per bulan.

Selain itu, Pemkot Bekasi telah menjalankan kerja sama dengan
109 sekolah swasta untuk dapat menampung siswa yang tidak
diterima di sekolah negeri.

Dengan demikian, upaya Pemkot Bekasi untuk memberikan akses
pendidikan yang lebih luas bagi siswa di wilayahnya terus
ditingkatkan melalui berbagai program dan bantuan yang
tersedia.

“Artinya jika digabung, biaya sekolah di swasta per bulan
sudah dapat subsidi sekitar Rp 275 ribu per bulan. Dinas
Pendidikan saat ini sudah kerja sama dengan 109 sekolah swasta
untuk dapat menampung siswa yang tidak lolos di sekolah
negeri,” ujar Uu Saeful.

Wisuda PAUD — SMA Bebas tidak
Wajib
Tt 2005
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Kemendikbud Ristek, Wisuda tidak Boleh Memberatkan
Orangtua/Wali Murid

JAKARTA, Prolite - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) resmi mengeluarkan aturan
kegiatan wisuda untuk PAUD sampai SMA.

Dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek
Nomor 14 Tahun 2023, salah satu poinnya berbunyi tentang
prosesi wisuda sekolah tingkat PAUD hingga SMA tidak boleh
menjadi sebuah kewajiban yang memberatkan orangtua/wali murid.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek berlaku
untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga jenjang SMA.

Sebelumnya banyak orang tua murid yang merasa keberatan untuk
perpisahan PAUD sampai SMA karena pihak sekolah melakukan
pemungutan biaya yang tidak sedikit bahkan terkadang terlampau
mahal.

Pungutan biaya perpisahan sekolah beraneka ragam mulai ratusan
ribu hingga jutaan rupiah. Karena pungutan itu tidak murah



maka Kemendikbud mengeluarkan aturan itu.

Meski banyak orang tua yang mengeluhkan perihal mahalnya biaya
perpisahan namun ada juga orang tua yang setuju dengan adanya
perpisahan untuk tingkat PAUD hingga SMA ini.

Beberapa orang tua tidak mempermasalahkan acara wisuda PAUD,
SD, SMP, SMA diadakan karena mereka beranggapan memicu
motivasi anak untuk terus menggapal pendidikan.

Surat edaran tertanggal 23 Juni 2023 itu ditujukan kepada para
kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan di seluruh
Indonesia.

Ada 2 poin utama yang dikeluarkan Kemendikbud perihal aturan
wisuda PAUD-SMA Berdasarkan isi surat edaran tersebut, ada
poin yang ditekankan bagi seluruh pemangku kepentingan dan
satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK antara lain:

1. Memastikan satuan pendidikan anak usia dini, satuan
pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan
pendidikan jenjang pendidikan menengah di wilayah kerja
masing-masing kepala daerah. Tidak menjadikan kegiatan
wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan
pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani
orangtua/wali peserta didik.

2. Memastikan bahwa kegiatan pada satuan pendidikan anak
usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar,
dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di
masing-masing wilayah kerja melibatkan komite sekolah
dan orangtua/wali peserta didik.



